Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 melalui Penafsiran Mahkamah nstltus dalam Pengujian
Undang-Undang = Amendment to the Constitution of the Republic of
Indonesia 1945 through the Interpretation of the Constitutional Court in
Judicial Review

Aziz Fauzi, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=9999920520138& | okasi=lokal

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI Tahun 1945) merupakan kewenangan yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah
Konstitusi. Akibat hukum dari pengujian suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi
ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Suatu undang-undang dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikarenakan prosedur pembentukan tidak sesuai UUD NRI
Tahun 1945 atau materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945. Mendasari ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
tersebut dapat dipahami bahwainti dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang
adalah untuk membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, dalam
beberapa putusannya, Mahkamah Konstitus tidak hanya membatalkan norma, melainkan juga membuat
normayang berakibat pada terjadinya perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui penafsiran. Kendati
perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ditentukan dalam
UUD NRI Tahun 1945, namun hal tersebut diperlukan untuk memastikan UUD NRI Tahun 1945 tetap
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ketatanegaraan. Dengan menggunakan metode penelitian
yuridis normatif, tesisini akan menjelaskan 2 (dua) pokok bahasan. Pertama, sebab terjadinya perubahan
UUD NRI Tahun 1945 melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran konstitusi dalam pengujian undang-undang dengan
memberikan maknatekstual (<em>textual meaning</em>) terhadap UUD NRI Tahun 1945 melalui
pemaknaan yang berbeda dari makna asli (<em>original meaning</em>) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga,
secara materiil terjadi perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang disebabkan adanya penafsiran Mahkamah
Konstitusi yang menganggap kalimat konstitusi tidak jelas atau tidak memberikan jalan keluar. Kedua,
akibat hukum perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (i) terjadi perubahan maknatekstual terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang berakibat
pada terjadinya perubahan implementasi ketentuan UUD NRI Tahun 1945; dan (ii) wewenang MPR untuk
mengubah UUD NRI Tahun 1945 tidak menjadi hilang setalah perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui
penafsiran Mahkamah Konstitusi. Sebab, wewenang MPR untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945
merupakan wewenang atribusi yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak akan hilang
sepanjang tidak dihapus dari UUD NRI Tahun 1945.

...... Thejudicial review of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945) isan
authority given to the Constitutional Court by the UUD NRI Tahun 1945. The legal consequences of
reviewing alaw that is inconsistent with the constitution are further specified in Article 56 and Article 57 of
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Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, namely that they do not have binding legal
force. A law is declared to have no binding legal force because its formulation is not in accordance with the
UUD NRI Tahun 1945 or the contents of paragraphs, articles and/or parts of the procedural law are contrary
to the UUD NRI Tahun 1945. Based on the provisions of Article 56 and Article 57 of the Law It can be
understood that the essence of the Constitutional Court's authority in reviewing lawsisto abolish norms that
are contrary to the UUD NRI Tahun 1945. However, in severa of its decisions, the Constitutional Court not
only annuls norms, but also makes norms that result in fatal in the occurrence of amendments to the UUD
NRI Tahun 1945 through monitoring. Although the amendment to the UUD NRI Tahun 1945 through the
stipulation of the Constitutional Court was not specified in the UUD NRI Tahun 1945, this was necessary to
ensure that the UUD NRI Tahun 1945 remained in accordance with the needs and devel opments of the state
administration. By using normative juridical research methods, this thesiswill explain 2 (two) main topics.
First, the reason for the amendment to the UUD NRI Tahun 1945 through the interpretation of the
Consgtitutional Court. The results of the study show that the Constitutional Court interprets the constitution
injudicial review by giving atextual meaning to the UUD NRI Tahun 1945 through a different meaning
from the original meaning of the UUD NRI Tahun 1945. Thus, materially there was a change in the UUD
NRI Tahun 1945 due to the interpretation of the Constitutional Court which considered the sentence of the
constitution to be unclear or did not provide away out. Second, the legal consequences of changing the
UUD NRI Tahun 1945 through the interpretation of the Constitutional Court. The results showed that: (i)
there was a change in the textual meaning of the UUD NRI Tahun 1945 which resulted in a changein the
implementation of the provisions of the UUD NRI Tahun 1945; and (ii) the MPR’ s authority to amend the
UUD NRI Tahun 1945 was not lost after the amendment to the UUD NRI Tahun 1945 was through the
interpretation of the Constitutional Court. Thisis because the MPR’ s authority to amend the UUD NRI
Tahun 1945 is an attribution authority originating from the UUD NRI Tahun 1945, so it will not be lost as
long asit is not removed from the UUD NRI Tahun 1945



